SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/124/436.1.2/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BELANJA DAERAH

KOTA SURABAYA
WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang: a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 97

Mengingat

: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan = bahwa
penyusunan standar harga satuan dilakukan untuk dijadikan
salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD);

. bahwa untuk mendukung penyusunan standar harga satuan

sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka
mewujudkan sistem pengelolaan keuangan Daerah yang
sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dengan tetap
berpedoman pada  ketentuan peraturan = perundang-
undangan, maka telah dibentuk Tim Penyusun Standar
Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
berdasarkan  Keputusan  Walikota  Surabaya  Nomor
188.45/499/436.1.2/2020 tentang Tim Penyusunan Standar
Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya;

. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur

Perangkat Daerah yang menjadi anggota Tim,
maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor
188.45/499/436.1.2/2020 tentang Tim Penyusunan Standar
Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya sebagaimana
dimaksud pada huruf c perlu ditinjau kembali;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Standar Harga
Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka  Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

%

Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



8.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan
Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peratuan Presiden Nomor 191
Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga
Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoiman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor
20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 739 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1050);
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23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2012 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5
Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2018 Nomor 5);

24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 Tentang

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Dan
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2022 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 127 Tahun 2022 (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 129).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENYUSUNAN
STANDAR HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA
SURABAYA

Menetapkan Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Belanja
Daerah Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

Tugas Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Belanja
Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam
diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. mengumpulkan data terkait Standar Harga Satuan
berdasarkan hasil survei harga pasar dengan
mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait/
berpengaruh;

b. melaksanakan koordinasi dan pembahasan Standar
Harga Satuan (SHS), Harga Satuan Pokok Kegiatan
(HSPK) dan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan
Perangkat Daerah terkait;

c. memfasilitasi usulan Standar Harga Satuan (SHS), Harga
Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar
Belanja (ASB) dari Perangkat Daerah terkait;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan
penyusunan Standar Harga Satuan; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d
kepada Walikota.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

Tugas Unsur pada Tim Penyusunan Standar Harga Satuan
Belanja Daerah Kota Surabaya ditetapkan lebih lanjut oleh
Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas
Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Belanja Daerah
Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam  diktum
Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Surabaya dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku,
maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor
188.45/499/436.1.2 /2020 tentang Tim Penyusunan Standar
Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 20 Mei 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Yth. Sdr.1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004
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LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/124/436.1.2 /2024
TANGGAL :20 MEI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN
BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA

NO. KETERANGAN JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1. | Walikota Surabaya Pengarah I
2. | Wakil Walikota Surabaya Pengarah II
3. | Sekretaris Daerah Kota Surabaya Koordinator I
4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat )
Sekretariat Daerah Kota Surabaya Koordinator II
5. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat )
Daerah Kota Surabaya Koordinator III
6. | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota .
Surabaya Koordinator IV
7. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Surabaya Ketua
8. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan )
Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya Sekretaris
9. | Ketua Tim Kerja Penyusunan Kebijakan Anggaran pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Anggota
Surabaya
10. | Ketua Tim Kerja Penyusunan APBD pada Badan Aneeota
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya g8
11. Inspektur Kota Surabaya Anggota
12. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Aneeota
Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya g8
13. | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Anggota
14. | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Surabaya Anggota
15. | Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya Anggota
16. | Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama pada Sekretariat
Daerah Kota Surabaya Anggota
17. | Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Anggota
Surabaya
18. | Unsur Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Anggota
Daerah Provinsi Jawa Timur
19. | Unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Anggota
Pemerintah Kota Surabaya

WALIKOTA SURABAYA
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